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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan nasional yang perlu
diperjuangkan. Namun, pencapaian tujuan nasional tersebut tidak dapat terlaksana
dengan maksimal jika masih terdapat campurtangan negara lain dalam urusan
dalam negeri. Oleh karena itu, pencapaian kepentingan nasional tersebut harus
sejalan dengan tegaknya kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Adanya otoritas Singapura di wilayah negara Indonesia ini
mengindikasikan terbaginya kedaulatan negara kepada negara lain. Pada 21
Januari 2022 Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya
penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR).
Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan
Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan
Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) yang secara
langsung menerima informasi wilayah lalu lintas udara untuk penerbangan dari
dalam maupun luar negeri pada saat melintasi wilayah Kepulauan Riau dan
Natuna. Perjanjian tersebut sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor

109 tahun 2022 yang berimplikasi pada pembagian jasa penerbangan antara kedua
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negara, juga meningkatkan keamanan pertahanan di wilayah udara Indonesia,
namun perjanjian ini masih belum dapat memenuhi amanat Undang — Undang
Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terkait dengan kedaulatan yang penuh

dan eksklusif.

B. SARAN

1. Perlu diadakan kerjasama lebih lanjut atau kajian lebih lanjut mengenai
MTA dan DCA, untuk kemudahan koordinasi antara pihak sipil dan demi
fleksibilitas militer kedua negara, serta berguna mengatasi permasalahan
dari adanya keluhan dari penerbang baik sipil maupun militer Indonesia.

2. Perlu diadakannya kajian tambahan pada perjanjian FIR Indonesia dan
Singapura atas ketentuan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh
Indonesia hanya 37.000 kaki keatas, dalam ketinggian 0-37.000 kaki
masih dikuasai oleh Singapura, sedangkan jarak terbang rata — rata
penerbangan berada pada 31.000 kaki sampai dengan 38.000 kaki.

3. Masih diperlukannya kajian tambahan terkait dengan kedaulatan penuh
dan eksklusif sehingga perjanjian FIR Indonesia dan Singapura dapat
berjalan sesuai dengan Undang — Undang No. 1 tahun 2009 tentang

Penerbangan
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